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PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR %A TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG o L

TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN DANAKAN' .

DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung optimalisasi dan ';'?e_fisi'é_nsi:';'ﬁ-'._" :':-'Q'Q-_'5'-

pelaksanaan anggaran atas penyelesaian - pekerjaan yeng -

tidak terselesaikan sampai dengan alkhir tahun anggaran - S

pada masa pandemi covid-19 yang m&ny*ebabka_.n_-f:._l«;ﬁéa&ﬁ&iﬁ-*;_',__'_-:'_'j_.-_
kahar, peristiwa kompensasi dan pemberian kesempatan

serta memperhatikan kebijakan ariggaran’ pada tahun . o

anggaran berikutnya, perlu mengatur secara khusus. = .

ketentuan mengenai pelaksanaan -_anggaran;'_:_;mﬁgk“;--
penyelesaian pekerjaan pada masa yang tidak terselesaikan =~

sampai dengan akhir tahun anggaran dan akan dilanjutkan L S

ke tahun anggaran berikutnya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri DaiamNegemNamor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolgan =
Keuangan Daerah, mengamanatkan pengaturan lebih lanjut =

tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja

yang melampaui tahun anggaran diatur 'déi’igém'_-Peﬁf&ﬁir@;’zﬁ_:’;ﬁf}.};_ S

Gubernur;

¢.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimeana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu :méne‘tapkmj};';:Péifagi:_p_fggg el
Gubernur tentang Pelaksanaan Anggaran ‘Dalam Rangka
Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikar '

Tahun Anggaran Berikutnya;

Mengingat + I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ne’g’éra.':lé@ppib}_il% o : _:

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 '.-'.-.teh*tang.:__ s

Dengan Akhir Tahun Anggaran Dan Akan 'Diléiijﬁ&éﬁi‘_?ﬁdgi;_ T

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia .~~~ 7

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan _._Le’r'_nb}g;__raﬁ“'_ji‘gegara’f. = s
Republik Indonesia Nomor 5587) -'_sébage;iman'a_;:f:'eiahj_i diubah =~

beberapa kali dan terakhir dengan Undang%i}iidaﬁgsfz\}ém@ij’i’-_’f-__ L S
Tahun 2022 tentang Hubungan - Keuangan = Antsra

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan ‘Daerah (Lembaran .

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 -No;ﬁorél’,”l‘éz;iﬁéhaﬁ} i

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 6_’75_7); o
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Menetapkan :

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun- 2022 tentang PIQV111$1-’_::*"'-.__': .
Kalimantan Barat (Lembaran: Negara Repubhk Indonesm_“i_"_:
Tahun 2022 Nomor 69, Tambahaﬂ Lembaran N@gam:"_g
Republik Indonesia Nomor 6780); ' . R

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 teni:ama‘_gﬁ_-.f-”- SR
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. (Lembaran Negara . -
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambaham”f.-
Lembaran Negara Repubhk Indonesia No:mor 5533) SR

5. Peraturan Pemerinitah Nomor 12 Tahun 2019 tentaﬁﬂ:-'- T
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara’ Repubhkl
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaraﬁf. o
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) : G

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun.’ 2920 teniamg ER
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang. Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi: (Lembaran Negara Repubiz "
Indonesia Tahun 2020 Nomor: 107, Tambahan Lembaraﬁ
Negara Republik Indonema Nomor - 6494) e

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &0 ’E‘a}mn 20 '
tentang Pembentukan Produk “Hukum . Daerah  (Berita
Negara Republik Indonésia - Tahun 2015 Nomor 2036}
sebagaimana telah diubah dengan' Peraiuran Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentaﬁg Pembahan Atag
Peraturan Menteri ‘Dalam Negem Nomor. 80 ’I‘ahun..- 2@1
tentang Pembentukan Produk = Hukum Daerah
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomoz 157)

8. Peraturan Menteri Dalam: Negem N@mor '?"?'-.._Téhun 262@
tentang Pedoman  Teknis Pengelclaan Ixeuangaﬂ -.*f}:}aera '
(Berita Negara Republik Indonema Tahun 2020 Nomo
1781} e

9. Peraturan Lembaga Kebrgakan F‘engadaan Bar
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang ?Pe'
Pelaksanaan Pengadaan Baraﬂg/dasa Melalui- Penyedla
(Berita Negara Repubhk Indonesia Taliun: 2018 Nomox 762); '

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimattan Barat I
Tahun 2020  tentang Penge’}olaan I&euangaﬁ Da
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahur 202
Nomor 5, 'I‘ambahan Lembaran’ Daerah mensa-K ] 1manta
Barat Nomor 5); : SRR

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN N
DALAM RANGEKA P‘ENYELESAIAN PEKERJAAN ‘YAN_"'
TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHER TAHUN 'A GLTA
AKAN DILANJUTKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNY A
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemermi&han R

daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemenmiahan yang menjadi SR
kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. : :

. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat. : e

4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah- P’ejabat ?emegana'-':._':'3-é-'_';_-_'_
kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan iugas dan: fungsn SRPE}.-} Sl
yang dipimpinnya. : SR

5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pe;abat ya“ig';_'_'__; ey
diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan = PA da}am T e
melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi SKPD. BER il

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pe_]abat yanf?_:_____'f : o
melaksanakan kewenangan PA/KPA/PPK untuk mengambil keputus&m dan/atau G e
tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beba:n Aﬁggammfjg o
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya dismgkat BUD adalah P‘PKD yangr;_{ .
bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. S

. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan i:ugas BUD

9. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut - Pembayaian LS acia% b
pembayaran yang dilakukan Iangsung kepada Beﬁdahzﬁ‘a Pen, ﬁe,}uamn/ peneri
hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat kepumsaﬁ surat tugas atau- 3111‘&'&1- o
perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar Ianggung o

10. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST. adalah dai;u "e __
legalitas penyerahan hasil pekerjaan da:u penyedia kepada’ pembem ke: e L

11. Perpanjangan waktu adalah pembahan waktu peiak&anaam akiba‘t keadaa
kahar atau peristiwa kompensasi. : R

. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi dﬂuar kehendak para plhakf
dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehmgga kew‘ jibas
yang éltenmkan daiam kontrak men}adl tldak dapat dzpenuhz

oy

o

pergantian ganti rugi yang bukan dlsebabkaﬂ keiala}an penyedla

14. Pemberian kesempatan adalah . pemberian wakiu kepada peﬁyedm'
menyelesaikan pekerjaan  yang- dimuat dalam “adendum  kontrak
didalamnya mengatur walktu penyelesaian pekezjaan pengenaan sanksi:
keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan gamman peiaksanaaﬂ

15. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang selanjutnya dz@mgkat BAPP adalah
dokumen 1egahtas untuk dijadikan sebagai bahan buktl pekez gaan ‘telah seie
dikerjakan sesuai dengan kontrak,

16. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/ PPI& dengm‘i penyedla barszmg{.:
dan/jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. = -

17. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adaiah 3amman tertuhs vargs
dikeluarkan  oleh  bank umum/pemsahaaﬂ ' pemamman/pemsaham&.
suransi/lembaga keuangan khusus: yang - ‘menjalankan - usaha di bidang -
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendomng ekspoi Indonesia
sesual dengan ketentuan peraturan pemndamg-undangan d1 ’bzdang 1embag By
pembiayaan ekspor Indonesia. Ll :
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18. Jaminan Pemeliharaan adalah Jaminan = tertulis: darz penerbzt Jam:m&ﬁf‘:--_”*

19

20.

.Jaminan atas Pembayaran untuk Tagihan Plhak E{eizlga atas Kontrak yaﬁg

4

sebagaimana diatur dalam ketentuan pezundmg—undangan mengenais SR S
pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjamin bahwa. apabzla penyedm]j_;_ .
barang/jasa tidak melaksanakan pekerjaan pemehharaan yang ‘telah dﬂalmkmﬂ,;} B e
pembayarannya maka penjamin akan meémbayar k@pada PA/ KPA/PPK sebesm_”f-__ T
nilai Jaminan. S FY

Prestasi Pekerjaannya Belum Mencapai 100% {seratuis persen) pada Alxhﬂ’.::'._:: LA
Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut Jaminan Pembayaian Akhir Tahurm o
Anggaran adalah Jaminan tertulis dari bank dengan nilai j Jjaminan: paimg setizkﬁ:f;: -_;
sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan untuk men;amm bahwa S
apabila penyedia barang/jasa tidak menyeiesazkan pekeigaan yang. telah o
dilakukan pembayarannya, maka perjamin akan membayar hepada’-- L
PA/KPA/PPK sebesar nilai Jaminan. : '

Surat Perintah Pembayaran yang selanjumya dlsmgkat SPEVE adalah c{cskumenff_ R
yang digunakan untuk penerbitan surat perintah penca;ran dana a‘tas b@bm-‘-._-- o
pengeluaran DPA SKPD. ; s

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri dari: S

a. penyelesaiaan pekerjaan vang tidak terselesa;kan Sampal dengan ak:i"nr;:.
tahun anggaran; dan Lo : S

b. akuntansi dan pelaporan. = S i

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - i‘iierd}:ﬁakaii_:_';f:iél{éijé_giii Ari

suatu kontrak yang : O I O

a. dibiayai dari APBD;

b. pembayarannya dilakukan melalui mekamsme Pembayaran LS kontraktuaf:":j.-:-:':-‘:":'
dengan lampiran Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Aﬁggaran da;n =

c. ditandatangani paling lambat tanggal 30 Novembei tahun aﬂgga
berkenaan.

Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat {2) mehputi Kontrak tahumam ; an
Kontrak tahun jamak pada akhir masa Kontrak. : o g

Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tldak ‘cermasuk pekerjaan da
suatu Kontrak yang dibiayai dari pendapatan Badem Lavanan Umum Daﬁz

BAE 11
PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAI{ TERSELESAI{EAEQ
SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN '

Baglan Kesatu ' CERR
Keputusan Penyelesaian Sisa Pekerjaan ke Tahun Bemkumya o

Pasal 3

Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengaﬁ akhn" ’tahun anggm an
dapat dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran bez 1kut1‘1ya sepanjang L
memenuhi ketentuan sebagai berikut : i

a. berdasarkan penelitian PA/KPA/PPK, penyedia baraﬁgfjasa akan’mampu:_'"
menyeiesa;kan keseluruhan pekerjaan = setelah  diberikan Lesempatan
sampai dengan 50 (lima puluh) hari kaiendei se;ak berakhlmya masa
pelaksanaan pekerjaan; : o
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b. dalam hal terjadi keadaan kahar dan peristiwa’ k(:nmpensasz dapat dlbemkan | B R
kesempatan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan - pekerjaam RS
sekurang-kurangnya sama dengan waktu teihen’tmya _ pelaksaﬁaan '
kontrak; dan SRR RIE R RS

c. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyeiesaﬂ{an sisa pekeljaan palmg s S . 3
lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa: pelaks&naan [EERINE L S
pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang S T
ditandatangeani di atas kertas bermaterai cukup. : SR e

Surat pernyataan kesanggupan sebagmmana dimaksud pada ayat ( )'harﬁf _::j_. BEREIE

paling sedikit memuat : : . _ B

a. pernyataan kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk menyele%a}k&ﬂ] S
sisa pekerjaan; e T

b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekeijaan demﬁaﬂ SR e
ketentuan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender se;ak berakhlmya__'_f.; Rk
masa pelaksanaan pekerjaan; dan - S S H S

c. pernyataan bahwa penyedia barang/jasa bersedia dlkezaalmn denda' SRR
keterlambatan penyelesaian pekerjaan, : ¥ SIS

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayai (1),

PA/KPA/PPK memutuskan untulk : . : S

a. melanjutkan penyelesaian sisa pekergaan ke tahun aﬂggaran beukumya;:’;f}_-‘-.:-_ S
atau . SR

b. tidak melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun aﬂagman 5 o
berikuinya. :
Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ava‘é, ( ) PA / KPA /

PPK dapat melakukan konsultasi dengan Aparat Pengawasan ir;’tem
Pemerintah (APIP). . o

Bagian Kedua
Perubahan Kontrak

Pagal 4

Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang d:{lan}utl«:an l««:e iahun_;_._f-
anggaran berikutnya sebagaimana . dimaksud @ dalam - Pasal 3" aya't TR
PA/KPA/PPK dan penyedia barang/jasa melakukan pezubaham K@m’rrak

Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( ) dﬂaksanakan d@ngani_-;
ketentuan : i S
a. mencantumkan jangka waktu pemberian kesempa'ian penyelesazan sz%a'__?i'_-_:"_f;-
pekerjaan; _ EE e e
b. pengenaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan kecuah keaéaan i
kahar (force major) / peristiwa kompensasi; : S L
- perpanjangan jaminan pelaksanaan;
. tidak boleh menambah nilai kontrak pekerjaan; : _ gs
. tidak boleh menambah jangka waktu/masa peiaksanaan pekez Jaan cizm g
melampirkan jaminan pembayaran akhir tahun anggaran S@kummm; - _:_j:
kurangnya sebesar persentase sisa nilai pekerjaan. - S
Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 5_'-.*ciiléilﬁ<:$a'ﬁ?a1«':ar};f
sebelum jangka walktu Kontrak beralkhir. S .
Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku gamman pelaks&naaﬁ;:_f; '
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ yang telah dzsma;ﬁan ‘oleh
PA/KPA/PPK paling singkat sampai dengan batas waktu penyelesaian sisa

pekerjaan yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggn;;an sebagazmana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2). . &

MO0
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(5) Penandatamganan perubahan Kontrak dilaksanakan setelah PA/ KP& / PPK |
menerima Jaminan pelaksanaan yang telah diperpanjang S@baga;mana '
dimaksud pada ayat (4). :

Bagian Ketiga
Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran Atas Sisa Peker| 3&&1’1
Yang Dilanjutkan Penyelesaiannya ke Tahun Anggaran Berikutnya

Pasal 5

(1} Dalam rangka penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak ter seiesaﬂ{an sampaz-_-

dengan akhir tahun anggaran berkenaan, selain melakukan perpanjarigan

Jaminan pelaksanaan dalam perubahan kontrak sebagazmana dimaksud ©

dalam Pasal 4, penyedia barang/jasa melampirkan Jaminan' Pembayamnﬁ
Akhir Tahun Anggaran : -

(2) Penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pembayaran Akhzr Tahum:'-f'-'_z : :

Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA/PPK.

(3) Masa berlaku Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagmmana S R

dimaksud pada ayat (1) paling singkat sampai dengan batas waktu sesuai

surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 aya‘i: (2) : % 3:::

Pasal 6

(1) PA/KPA/PPK menyampaikan pemberitahuan kepada BUD/KUASA BUD ams o
penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan : akhir - o
tahun anggaran berkenaan yang akan dilanjutkan pacia ‘Lahlm aﬂggamﬁ S

berikutnya.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada a.va‘t 3_(1')' chiemma Qieh o
BUD/Kuasa BUD paling lambat sebelum batas akhir peﬁyampman ‘%‘:PM

(3) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud .pada. .ayat (1]

melampirkan:

a. salinan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasa}'}’_:‘ j :

3 ayat (2) yang telah dilegalisasi oleh PA/KPA/PPK;

b. asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran. sebagaimaﬁa dimakaud-:'i

dalam Pasal 5 ayat (1); dan

c. asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari PA/ kPA/PPE{ kepaéa;_'_:
BUD/Kuasa BUD, untuk Jaminan Pembayaran Akhzr 'I‘ahun ﬁnggaran_f_]_,’_.__='3-"2-.'-'

sebagaimana dimaksud pada huruf b,

(4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ai a‘t (1) damf:
lampiran  sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUD/Kuasa | BUD

mengembalikan asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran daﬁ ‘asli - SR
surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan dari PA/KPA kepada Kepaiazi' SEERY et
BUD/Kuasa BUD atas Kontrak dimaksud yang sebelumﬂya dri:ata.usahakan_ e

oleh BUD/Kuasa BUD.

{5) BUD/Kuasa BUD menatausahakan asl Jaminan Pﬂmbayaz‘an Akbn Tahun
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:dan asli Surat Kuasa =~

Klaim/Pencairan Jaminan dari PA/KPA/ PPK sebaﬁaimana dlmaksud ?paeiai?i
avat (3} hurufc. s
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(1)

Bagian Keempat
Tata Cara Penyelesaian Sisa Pekerjaan

Pasal 7

Penyedia barang/jasa menyelesaikan sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan di tahun anggaran .
berikutnya sesuai waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam
surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (Q)

Dalam masa penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimalksud pada a.},?‘at. o
(1), penyedia barang/jasa dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan.
ketentuan yang diatur dalam Kontrak dan peraturan perundang—und&ﬁgan
mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. -

Dalam hal penyedia barang/jasa telah menyelesaikan sisa pekerjaa'}:‘z-'
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA/PPK dan . penyedia -
barang/jasa menandatangani BAST/BAPP. '

Penyedia barang/jasa menyetorkan denda keterlambatan sebagaimana -

dimaksud pada ayat (2) ke Rekening Kas Umum Daerah - setelah- . '_ o

penandatanganan BAST/BAPP sebagaimana dimaksud pada ayat(3).

Dalam hal terdapat masa pemeliharaan (retensi) sebagaimana tereanmmﬁ o
dalam Kontrak, penyedia barang/jasa menyampaikan Jaminan Pemeliharaan = -
kepada ke PA/KPA/PPK sebelum penandatanganan BAST/ BAPP Sebagalméma-_ o
dimaksud pada ayat (3). SR

Pagal 8

Dalam hal penyedia barang/jasa telah menyelesaikan gisa '_peke_i‘jaﬁﬁ:_-': SR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), PA/KPA/ }?’PK menjrampéiikan' T

pemberitahuan kepada BUD/Kuasa BUD.

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh BU]"_') / I&uasa Lo e
BUD paling lambat 3 ({tiga) hari kerja setelah berakhirnya batas makm_--”;}-; S
penyelesaian sisa pekerjaan sesuai tercantum dalam surat pemyataam

kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada _ayai: _ ( 1) D
melampirkan: e o
a. BAST/BAPP;

b, Bukti penerimaan Daerah atas penyetoran denda keterlambatan sebagazmana__ _' B

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4}; dan

c. Salinan Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 a}&t_ B

{5), yang telah disahkan oleh PA/KPA/PPK, apabila ada.

Pasal 9

Berdasarkan pemberitahuan penyelesaian sisa pekerjaan  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), BUD/Kuasa BUD mengembalikarn dokumen :

a. asli Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran sebagaimanz d1ma1mu<:§ = S

dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b; dan

b. asli Surat Kuasa Klaim/Pencairan Jaminan sebagaimana . dxmak&ud daiam_-_

Pasal 6 ayat {3) hurufec.

Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) E:iituanfrkan da}qm S 3

berita acara penyerahan dokumen yang ditandatangani oleh Kuasa BBD d&n 3
satuan kerja. SR

HARO PRRANGHAT DABRAR
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Pasal 10

(1) Dalam hal SKPD/Unit Kerja tidak menyampmkan pembema}man sebagazmana .
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dengan 3 {tiga) hari- keija s&jak_-.{ e
berakhirnya masa penyelesaian sisa pekerjaan yang dinyatakan denga:fz surat

pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat. 2,
BUD/Kuasa BUD menyampaikan pemberitahuan kepada SKPD / Umt Kerja kS

(2) Dalam hal setelah 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya: masa. penyelesamm--._ S
sisa pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan: kesang fru“pan_.'_ﬁ;_{ e
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) BUD/Kuasa BUD tidak meneérima:
pemberitahuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 =
ayat (1}, BUD/Kuasa BUD melakukan klaim/pencairan Jamman Pembayaraﬂ_

Akhir Tahun Anggaran pada hari kerja berikutnya.

Pasal 11

(1) Dalam hal penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesazkan sisa pekergaan.:;'_.'-. _:
sampai dengan berakhirnya waktu penyelesaian sisa pekemaan yang ter canmm_; i
dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana drmaksud dalam Pagal B3

ayat (2), PA/KPA/PPK segera memierintahkan penyedia barang/ jasa untuk

a. mengembalikan pembayaran yang telah diterima’ ke kas Umum Daﬂ ah :y z’mg
nilainya dihitung berdasarkan sisa pekezjaan yang tldak selesaa,, ﬁaﬂf’a‘i:au

b. menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian - pekexjaan yaﬁg 1111am3f .
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak. ' : s

(2) Dalam hal penyedia tidak melakukan pengembalian ke Rekemng 'S'Kaa Umum" i

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ‘huruf a, pengembahan kepadaj}

Daerah dilakukan melalui klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaﬁ

(3) Pengembalian ke kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada aya“tj:’(i);,{
klaim Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran ‘sebagaimana dimmalksud -
pada ayat (2), dan tindak Ianjut peialxsmlaml klaimnya | berpedoman’ pads
Peraturan Gubernur mengenai tata cara pembayaran atas beba:a APBD &ebeiuﬁ
barang/jasa diterima. A

BAB 111
AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 12

{1} SKPD/Unit Kerja melaksanakan penaiausahaan akuntans;l daﬁ peiapamn_-_”'_}*
keuangan atas pelaksanaan anggaran dalam rangka penyele*saian pekerjaﬁzai;_'i:l
yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggarm berkenaan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Gubernur mengenal keblja}{an akumanglf- G
Pengelolaan Keuangan Daerah. . - Shine

{2} Penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampa; dengan akhﬁ mhuni
anggaran diungkapkan secara memadai dalam Catdatan Atas Laporan Keuangam

RARG FERANGHAT DABRAN
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan _Pemt;‘_iraﬁ
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan .
Barat.

Ditetapkan di Pontianak

pada tanggal & lyi¢ edRws

b

% GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,?%'

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal H} " E‘O{M% R
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 2 2




